PERATURAN BURAT| BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG

pEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS
J‘\BMIMN DAN TATAKERJA BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA PADA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Vleimbang :

lengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka
menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang
pertanian tanaman pangan khususnya dalam penyediaan benih dan
bibit tanaman padi, palawija dan ubi-ubian secara berdaya guna dan
berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih Padi dan

Palawija Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Banyumas;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;
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2. Undang.q
dan _
Daerah (|, 9 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

e
Lemb, mbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
aran Negara Nomor 4437),

Peraturan Pemerintah Nom

P Or 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

emerintah Pusat dan prq
Negara Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2003 tentang Pedoman
0

rganisasj Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN
TATA KERJA BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA PADA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.
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BAB|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
alam Peraturan Bupati ini yang dimaksyq dengan :
Daerah adalah Daerah Kabupaten BanyumaS'-

Pemerintah Daerah adalah Pemerintan, Kabupaten Banyumas;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Din

as Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten
Banyumas;

Balai Benih Padi dan Palawija adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas yang mempunyai kebun sebagai
tempat untuk memproduksi dan memuat benih / bibit padi, palawija dan ubi-
ubian bermutu dar varietas unggul, tempat pembinaan dan pelatihan
penangkaran, yang selanjutnya disebut BBP;

. Kepala BBP adalah Kepala BBP pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Banyumas;
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan
perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

lengan Peraturan ini dibentuk Balai Benih Padi dan Palawija.
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BAB |||
KEDUDUKAN

Pasal 3

: ih Padi dan ij
lai .Ben!h Palawija Merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
rtanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas

Pasal 4

llai Benih Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
in bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1) Susunan Organisasi BBP terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Urusan Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
) Bagan susunan organisasi BBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BABV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala BBP
Pasal 6

tugas pokok mengelola kegiatan dalam bidang pengelolaan,

K ,
epala BBP mempunyal dan pemasaran hasil benih / bibit

Produksi, pemeliharaan, peningkatan kualitas

tanam di, palawija dan ubi-ubian agar ketersediaan benih / bibit terpenuhi.
an padi, pa
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Pasal 7
Uraian tugas Kepala BBp Sebaga; berikyt -

1. membuat rencana, Program ker, _
12 dan jadw, ' ,
pelaksanaan tugas; Jadwal kegiatan BBP sebagai pedoman

memperoleh kesatuan Pendapat:
j. menyelenggarakan inventarisasi.
bahan analisis kebijakan teknig

tanaman padi, palawija dan ubi-

pendataan dan pemutakhiran data sebagai

Produksi dan perbanyakan benih dan bibit
ubian;

w

menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang produksi dan perbanyakan
benih dan bibit tanaman padi, palawija dan ubi-

ubian serta mencari alternatif
pemecahannya;

mengorganisasikan pPenyelenggaraan pengawasan dibidang produksi benih dan

bibit tanaman padi, palawija dan ubi-ubian agar benih/bibit yang digunakan

bermutu dari varietas unggul;

g. menyelenggarakan penataan lokasi kegiatan produksi benih / bibit tanaman padi,
palawija dan ubi-ubian dalam rangka peningkatan produksi;

h. mengkoordinasikdn kegiatan produksi dan perbainyakan benih dan bibit tanaman
hortikultura dan aneka tanaman, pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih
dan bibit tanaman padi, palawijd dan ubi-ubian agar ketersediaan benih/ bibit
meningkat;

. mengkoordinasikan kediétan Kaji teréb teknologi pembenihan / pembibitan,
pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyakah bitsit tanaman,
pembinaan p'éderébari teknologi anjuran sesudi dengan tipe ddroekologi, genotif
dan fénotif bénih / bibit taniman Serta pengujian dan pényebarluasan, identifikasi
benih / bibit varietas unggul lokal tdhaman padi, palawija dan ubi-ubian agar
dihasilkan benih/bibit varietas baru yang mempunyai keunggulan tertentu;

} menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pencapaian standar teknis

Perbenihan yang meliputi sarana, tenaga, metode dan sertifikasi benih dan bibit

tanaman kepada penangkar agar mampu menghasilkan benih/bibit berkualitas;
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i.ineka tanaman lokal sebagai sumber plasma nutfah:
binaan dan Penyelenggaraan intensifikasi pengembangan
N Padi, palawija dan ubi-ubian agar sesuai dengan pola

. mengkoordinasikan pem
benih dan bibit tanama
tanam;

- menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benin / bibit padi, palawiia dan ubi-ubian
sebagai sumber benih/bibit:

. menyelenggarakan pembinaan Balai Benih milik swasta serta pengembangan dan
pengawasan penangkar benih dalam bidang bimbingan dan pemantauan produksi
benih agar sinergi dengan kinerja BBP:

. menyelenggarakan pengelolaan iaboratorium benih dan rumah kaca serta
pengembangan dan pembangunan sarana prasarana BBP agar perbanyakan
benih/bibit dapat lebih ditingkatkan;

. menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi benih / bibit tanaman padi,
palawija dan ubi-ubian agar diperoleh harga yang wajar;

5. menyelenggarakan kegiatan penerapan standar harga benih / bibit dan

pengawasan harga benih / bibit tanaman padi, palawija dan ubi-ubian sebagai
bahan penyusunan kebijakan teknis;
menyelenggarakan pengawasan terhadap tenaga kerja teknis di BBP agar efektif

dan efisien;

. menyelenggarakan urusan ketatausahaan untuk menunjang kinerja BBP;

. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahdh sesuai dengan peraturan dan

prosedur yénd biriaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, |
melaporkan  pelaksanaan kegiatan BBP  kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban kegiatan,
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y. melaksanakan tugas |gjn Sesugj p;
organisasi.

Bagian Keqys

Kepala Urusan Tata Usaha

| Pasal 8
Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai  tugas pokok mengelola urusan
ketatausahaan guna Menunjang kegiatan BBH.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut -

a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan BBH s

ebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas

dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

Mmasyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

memperoleh kesatuan pendapat;

d. menyampaikan informasi kebijakan teknis BBP kepada pihak yang

berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi

perencanaan; |

menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,

keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan

Dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemeganq kas dalam Pengumsan

gaji t;an penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk
i n yang terjadi;

8. :::gjzr:\u:':::::: a::zztuian barang BBP, re‘ncana rrfe:ani.sme..keq‘a dan tata

ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sin r°"'sf"‘s'-_ |

beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan
Membuat usulan perencanaan e kit yong sseus
agar dapat memberi bahan usulan peren
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(1)

(2)

(3)

Kepala Bp galam melaksanakan tugasny

melaksanakan monitorin
isasi untuk 9 dan Svaluasi Pelaksanaan rogram Kker;j tuan
organisas! untuk mengetahyi k9595uaiannya prog erja satua

memeriksa hasil pelaks
aNaan tugas bawahan Seésuai dengan peraturan dan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan .pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan:

- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi. :

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
yang menunjang pelaksanaan tugas BBP sesuai dengan keahlian bidang
masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jumlah jabatan fundéional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundand-undangan yang berlaku.
BAB VI

TATAKERJA

pasal 10
a berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

Oleh Kepala Dinas.
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spada Kepala BBP.

Pasal 12

elompok Jabatan Fungsiong] dapat dibagi dalam Sub-

asing dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional yang p
an ditunjuk oleh Kepala Dinas.

sub Kelompok yang masing-

aling senior kepangkatannya

Pasal 13

alam melaksanakan tugasnya, Kepala BBP, Kepala Urusan serta para Pejabat
ungsional pada BBH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
an simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing
)aupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 14

1) Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BBP bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

2) Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

5) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan
Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
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Pasal 15
etua Kelompok Jabatan FU”QSiona|

epala BBP dan berdasarkan lapo
ienyusun laporan berkalg Kepala Bgp

Pada BBP menyampaikan laporan kepada
ran tersebut Kepala Urusan Tata Usaha

BAB viI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Rincian i
tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum

diat i j
ur |-eblh lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

). Pe . ;
) mbentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban

kerja.
BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
la-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

kan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 18

‘eraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
\gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal 2.1 DEC 2004

- r— v\

i-r'l_ékan di Purwokermto i r\,\ <
Fanggal ... 21.. PES. 2004, : AT A
(RETARIS DAERAH KABUPATEN
ANYUMAS

10

~ SINGGIH WIRANTO, SF.
N NIP- 509086 224 g 20 :
1 IRAH KAGUPATEN BANYUE TR
ﬁ.—.l_?-i—'-'-';'-'-__....... o o -.—;:.'.:...._.J——‘J j
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\GAN SUSUNAN ORGANISAS)

\LAI BENIH PADI DAN PALAWlJA Lampiran  Peraturan Bupati Banyumas 950 V
\DA DINAS PERTANIAN TANAM AN PAN Nomor ZO
\BUPATEN BANYUMAS GAN Tanggal UEC 2004
Lo LUy
URUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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